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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang
Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 56 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 138, TLN No. 4576) sebagaimana telah diubah dengan PP 65
Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 110, TLN No. 5155), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah mencakup APBD, Perubahan
APBD, Laporan Realisasi APBD Semester |, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan Data yang
berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. IKD disampaikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. IKD dapat pula disampaikan oleh
Pemerintah Daerah kepada menteri teknis terkait sesuai kebutuhan. Dalam rangka penyelenggaraan
SIKD secara nasional, IKD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. IKD disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD hingga batas waktu yang ditetapkan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan
tertulis kepada Pemerintah Daerah. Peringatan tertulis diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari
terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak
menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan
tertulis, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi
berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam
Negeri. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan dilakukan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan. Untuk
Daerah yang tidak mendapatkan DAU, penetapan sanksi dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.
Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan IKD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri keuangan ini berlaku, Permenkeu RI 46/PMK.02/2006 tentang Tata
Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 10
Januari 2011.

- Lampiran: halaman 1-16.


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2006/46~PMK.02~2006Per.htm

